
BUPATI ALEMO
PROVINSI GORONTATO

PEBATUNAIS BIIPAtI BOALE1UO
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TEIYTAITG

PTITJABANAIS ATGGANAil PEnI'APATAIT DAIT BEI"AI{JA

TAIII'IT ANG{tAAAtr 2AI7

DEITGAfi RAIIilAT TI'IIAIT YANE ilATIA EgA

BI'PATI BOALEilO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahun Anggaran 2OLT sebagai landasan

Mengingat

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaqia
Tahun Anggaran 2At7;

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran N

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Iembaran

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang - U

Nomor 1O Tahun 20OO tentang Perubahan atas

Undang Nomor 5O Tahun t999 tentang

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tastbahan Lem

Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

blik



7.

3. Undang - Undang Nomor L7 Tahun

Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Republik Indonesia Nomor a2861;
..:: l

4. Undahg -' Undang Nomor L Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor 44OOl;

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten

Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, T

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten

Daerah dan Retribusi Daerah (

Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 201 1

Pembentukan Peraturan Perundang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 523a\

1O. Undang - Undang Nomor 23 Tahun ZOL4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor SS87) se

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peru

Atas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2O 1

Pemerintahan ' Daerah (Lembaran Negara

8.

Republik

l,em

tentang

Negara

tentang

Republik

tentang

Jawab

Negara

Sistem

Negara

bahan

1);

tentang

sat dan

blik

baran
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Negara

tentang

20lL
blik

tentang

publik
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ndang -
Kedua

tentang

blik
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13.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200

Pembinaan dan Pengawasan Atas Pen

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OOl Nomor 41, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor a09O);

Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahtrn 200

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan

Republik Indonesia Nomor a138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O0

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2OAL Nomor 199, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor a139);
. .,rllt ,t, ,

, .'iI

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pim

Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 N
Tambahan Lembaran Negara Republik I

44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah

tentang Perubahan Ketiga Atas Pera

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Ra}ryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor aT 12l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOS

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4502);

tentang

Republik

mbaran

tentang
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baran
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baran
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blik
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Negara Republik Indonesa Nomor a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lem

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Lembaran Negara Republik Indonesia N

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peru

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lem

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, T

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor a57711

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5

Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Negapa Republ,ik Indonesia Nomor a585);

22. Perafiiran Pemerintah Nomor 8 Tahun ZOA1

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor a6la\

23. Peraturan Pemerintah Nomor TL tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2CILO Nomor 123, Tr

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 51

/t

tentang

blik

tentang
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24, Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2OLL

Pinjaman f)aerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2OlL Nomor 59, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tentang Pedoman Pengelotraan Keuangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Men

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan

Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hi

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Indonesia Takrun 2OL6 Nomor 5a1);

28, Peraturan Menteri Dalam Negeri

lentang Pedoman Pengelolaan

Sekolah (Berita Negara Republik

Nomor 8O7);

Nomor 62 T;

Bantuan O

Indonesia

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

tentang Pembentukan Produk Hukum

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pe

dan Belanja ; Daerah Tahdn Anggaran zOL

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor

201 I tentang Pokok Pokok Pengelolaan

Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tah

/r

tentang

Negara

2006

Daerah

Dalarn

dengan

n 2011

rn 201 1

n Sosial

Belanja

terakhir

mor 14

rah dan

2007

Umum

n 2011

20r

20L

,

2At
pa

al;

Tah



2011 Nemor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Boalemo Nomor LT ll;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj

Tahun Anggaran 2OL7 ( Lembaran Daerah

Memperhatikan :

Boalemo Tahun 2016 Nomor .,. );

1. Keputusan Gubernur Gorontalo l
47 L I 20 lKll I 2Ot6 Tentang Evaluasi Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Boalemo Tahun Anggaran 20LT dan

Peraturan Bupati Boalemo Tentang ,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Boalemo Tahun Anggaran 2Ol7;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah

Boalemo Nomor : 28 Tahun 2016 Tentang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Tentang Anggaran Tentang Pendapatan dan

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun

Menjadi Peraturan Daerah.

Menetapkan

IVIEMUTUSI(AN

PERATURAN BUPATI

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAT

BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ZOLT

atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah 
,

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

.Iumlah Peudapatan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

BOALEMO

bu

bupa

.975,-

.000,-

Tah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.801.41

663.447 .4

Rp. 789.842,2

295,912.

s.000.

875r-



. 3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Keuangan

5) Belaqia Tidak Terduga

Jumlah Bel,aqfa Ttdak t angsung

b. Belanja Langsung ,i1,i 
r

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Junlah BelanJa Langsung

Jumlah Belaqia

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Juml,ah Pembiayaan Netto

Sisa lebth pembiayaen anggaren tahun

berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam pera

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6
Proyeksi anggaran belanja yang dananya bersumber dari dana peri
dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan
pendapatan daerah, dapat direalisasikan sepanjang dana terse

ditransfer ke kas daerah oleh pemerintah pusat maupun
Provinsi Gorontalo.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

L2.246.2

93.713

1.

50.796.9

137.281.8

3.563,-

3.052,-

369.041.

776.9L3,

lr,z.e2

7.965,-

8.875,-

.ooor-

ooo,-

bangan

t tel

57L.

.500.

L2.928.

Rp.

sal

n

ob,oo,.

{t



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Boalemo. ..

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal3o Desem

f"'

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 30 Desem r 2OL6 ,::

SEKRETARIS I{ABUPATEN BOALEMO

--rk--

ABD. HAMID

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2AL6 NOMOR

BUPATI BOAI"EMO

f ADRIAN LAHAY

turan
bupateh

2016

/


